LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON
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NOMOR 12 TAHUN 2008 SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN
PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIREBON,

Menimbang . a. bahwa penyelenggaraan desentralisasi
mensyaratkan  pembagian  urusan
pemerintahan  antara  Pemerintah
dengan pemerintahan daerah;

b. bahwa dalam rangka pembagian
urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, telah
ditetapkan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan  Pemerintahan
Antara  Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /
Kota, perlu ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Rincian  Urusan
Pemerintahan Yang Dilaksanakan
Pemerintah Kota Cirebon;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia
dahulu) tentang Pembentukan Kota-
Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4389);


http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara  Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pembuatan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5
Seri E);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RINCIAN
URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DILAKSANAKAN  PEMERINTAH KOTA
CIREBON.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

o M w0

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.

Kota adalah Kota Cirebon.

Walikota adalah Walikota Cirebon.
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. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-
fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan
masyarakat.

. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, berkaitan dengan
pelayanan dasar.

. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan kota.

. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
kepada kota, dan atau dari Pemerintah Provinsi kepada kota,
untuk melaksanakan tugas tertentu, baik atas inisiatif
Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi, atau atas inisiatif
Pemerintah Kota.

10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Cirebon.

11.Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon.
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URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota terdiri
atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 3

(1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi :

FM SRV OSITATTSQOL0TD

N<Xs<c

Pendidikan;

Kesehatan;

Lingkungan hidup;

Pekerjaan Umum;

Penataan Ruang;

Perencanaan Pembangunan;
Perumahan;

Kepemudaan dan Olahraga;
Penanaman Modal,

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Kependudukan dan Catatan Sipil;
Ketenagakerjaan;

. Ketahanan Pangan,;

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
Perhubungan;

Komunikasi dan Informatika,

Pertanahan;

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
dan Persandian;

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Sosial;

. Kebudayaan;

Statistik;
Kearsipan; dan
Perpustakaan.



